
BUPATI KUTAT KARTANEGAIilT

PERATURAN BUPATT KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 22 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI SAMBOJA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menimbang

Mengingat

: a. bahwa dalam rangka efisiensi dan ebktifitas
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan kepada masyarakat berdasarkan Undang-
Undang Republik lndonesia Nomor 32 Tahun 2003 tentang
Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik
lndonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Pernerintah Propinsi sebagai Daerah
Otonom serta Peraturan Pemerintah Republik lndonesia
Nornor I Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah, maka dipandang perlu membentuk
Susunan Organisasi dan Tata Keria RSUD Aji Batara
Agung Dewa Sakti Samboja;

b. bahwa untuk maksud huruf a diatas perlu menetapkan
Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Aji Batara
Agung Dewa Sakti Samboja lGbupaten Kutai Kartanegara
yang diatur dalam Peraturan Bupati;

: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat ll di Kalirnantan Timur
(Lembaran Negara Rl Nomor I Tahun 1959) sebagai
Undang_Undang;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1992 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Rl Tahun 1992 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3a9$;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Rl
Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
i,lomor 3699);



4. undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan

Atas [lnoang-[ndang Nomor g Tahun 1974 tentang
pokok-PofofKepegawaian ( Lembaran Negara Rl Tahun

1999 Nomor 16,9, 
-Tambahan Lembaran Negara Nomor

3890);

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

NegarJ (Lembiran Negara Rl Tahun 2003 Nomor 47'

famOanah Lembaran Negara Rl Nomor 4286');

6.Undang-UndangNomorlTahun2oo4tentang
perbendaharaair Negara (Lembaran Negara Rl Tahun 2AO4

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Rl Nornor 4355) ;

T.Undang.UndangNomorl0Tahun2oo4tentang
Pembentukan Peraturan Perundang'undangan (Lembaran

Negara Rl Tahun 2OA4 Nomor 53, Tambahan Lembaran

Negara Rl Nomor a389) ;

S.Undang-UndangNomorS2Tahun2oa4tentang
Pemerintahan 

-Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2OO4

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

g.Undang.UndangNomor33Tahun2oo4tentang
perimblngan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah

(Lernbaran Negara Rl Tahun 2oo4 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4438);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang

Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

(Lembaran Negara Rl Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Rl Nomor 3838);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun zoao tentang

Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom (Lembaran

Negara Rl Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran

Negara Rl Nomor 3952);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang

Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten

Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Rl Tahun 2002

Nomor 13);

13. Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2003 tentang

Pedoman organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Rl Tahun zoog Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Rl

Nomor 4262);



14. Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2003 tentang

Pedoman organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Rl Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Rl

Nomor 4262);

15. Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2003 tentang

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
pemberhentian Pegaivai Negeri Sipil (Lembaran Negara Rl

Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Rl

Nomor 4263);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 27

Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten

Kutai Kartanegara ([embaran Tahun 2000 Nomor 24)

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik lndonesia Nomor 40 Tahun

zau tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan

Rumah Sakit Daerah ;

Z. Keputusan Menteri Kesehatan Rl Nomor 1457/MENKES/

sl(rx/2oos tentang standar Pelayanan Minimal Bidang

Kesehatan di KabuPaten/Kota;

3.KeputusanMenteriDalamNegeriNomorlTahun2002
tentang Pedoman susunan organisasi dan Tata Kerja

Rumah Sakit Daerah;

4. Keputusan Kepala Dinas Kegetratan Propinsi Kalimantan

Timur Nomor'5Agt4228tPsTK-2/2006 tanggal 10 oktober

2006 tentang Pemberian lzin uji coba Penyelenggaraan

Rumah sakit umum Daerah Aji Batara Agung Dewa sakti;

MEMUTUSKAN

Menetapkan' BiHxtr\EH3f'1J5il't}'",1?iffX"qfi"JY:fii
SAKTISAMToJAKABUPATENKUTAIKARTANEGARA

BI\B I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

DalamPeraturanDaerahiniyangdimaksuddengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara ;

2. Pemerintah Daerah adalan Pemerintah Kabupaten Kutai

Kartanegara;

3. Bupati Kutai Kartanegara adalah Bupati Kutai Kartanegara;



6. sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kabupaten Kutai

Kartanegara;

7. Dinas Kesehatan Kabupaten adalah Dinas Kesehatan

KabuPaten Kutai Kartanegara;

L Kantor wilayah Kesehatan adalah Kantor wilayah

Kesehatan Propinsi Kalimantan Timur;

g. Kepala Kantor wilayah Kesehatan adalah Kepala Kantor

Wiiayah Kesehatan Propinsi Kalimantan Timur'

10. Rumah sakit umurn Daerah yang selanjutnya disingkat

RSUD adalah Rumah sakit Umum Daerah Aji Batara Agung

DewaSaktisamboiaKabupatenKutaiKartanegara;

11. Direktur adalah Direktur Rumah sakit Umum Daerah Aji

Batara Agung Dewa Sakti Samboia Kabupaten Kutai

Kartanegara;

12. Esselonering adalahTingkatan Jabatan struktural ;

13. Bendahara umum Daerah adalah Bendahara umum Daerah

KabuPaten Kutai Kartanegara;

14. Kelornpok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang

menunjukkan tugas, tanggungiawab, . 
wew-enang dan !"k

r"oon'g PNS da'iam rangtL menjalankan tugas pokok dan

fungsi [eahlian dan atau [eterampilan untuk mencapai tuiuan

organisasi.

BAB II
PEMBENTUKAN

Fasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan dibentuk susunan

Oig;itr.i dan Tata Kerja RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti

Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

susunan organisasi dan Tata Kerja RSUD Aji Batara Agung Dewa

saktisamuoja Kabupaten Kutai Kartanegara terdiridari :

1. Direktur;
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Rekam Medik ;

3. Kaur Umum ;

4. Kaur KePegawaian ;

5. Kaur Rekam Medik ;

6. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program ;

7. Kaur Perbendaharaan ;



8. Kepala Urusan Akuntansi dan Verifikasi ;

L Kepala Urusan Mobilisasi Dana;
10. Kepala Urusan Perencanaan dan Program ;

11. Kepala Seksi Perawatan,
12. Kepala Sub Seksi KePerawatan I ;

13. Kepala Sub Seksi Keperawatan ll ;

14. Kepata Seksi Pelayanan ;

15. Kepala Sub Seksi Pelayanan I ;

16. Kepala Sub Seksi PelaYanan ll ;

17. lnstalasi; dan
18. Komite Medis.

Bagian Pertama
SUB BAGIAN UMUM DAN REKAM MEDIK

Pasal 4

(1) sub Bagian umum dan Rekam Medik mempunyai tugas' ' melakukan urusan ketetausahaan, kepegawaian,

perlengkapan, urusan rumah tangga, rekam medik, hukum'

perpuslakaan, publikasi dan permasalahan sosial serta

laporan.

(2) Sub Bagian umum dan Rekam Medik dipimpin oleh seorang

Kepala 5ub Bagian yang melaksanakan tugasnya dibawah dan

bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 5

(1) $ub Bagian Umum dan Rekam Medik terdiri atas :

a. Urusan Umum ;

b. Urusan Kepegawaian ; dan
c. Urusan Rekam Medik.

(2) Urusan dipimpin oleh Kepala Urusan... yang dalam

melaksanakan tugasnya berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian Umum dan

Rekam Medik

Pasal 6

(1) Urusan umum mempunyai tugas membuat perencanaan

kebutuhan barang, urusan surat menyurat, kearsipan,

pemeliharaan barang rumah tangga, publikasi dan informasi

serta pelaporan.



(2) Urusan Kepegawaian. mempunyai .. tu.g"t. melakukan

administrasi [Jfega*aian yang meliputi,. kesejahteraan

pega,rrai, kenaikan-pangkat, mutisi, pendidikan dan tatihan'

i"nrt penilai e"l"tiuunl nukuman disiplin dan pensiun serta

tanda Penghargaan.

(3)UrusanRekamMedikmempunyaitugasmelakukanpetayanan
administrasi n"fr* Medik, mengumpulkan' mengolah data

rnedik dan PelaPoran.

Bagian Kedua
SUB BAGIAN KEIJANGAN DAN PROGRAM

Pasal 7

(1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan

kegiatanpenyusunananggaran,perbendaharaan'verifikasi'
mobltisasi dana dan penyusunan program'

(2) Sub Bagian Keuangan dipimpin seorang

yang dalam penyelengg.arfn .tugasnya
Lertlnggu ngjawab kepada Direktur'

Kepala Sub Bagian
berada dibawah dan

Pasal I

(1) Sub Bagian Keuangan dan Prograrn terdiri atas :

Kaur Perbendaharaan ;

Kaur Akuntansi dan Verifikasi ;

Kaur Mobilisasi Dana ; dan
Kaur Perencanaan dan Program ;

a.
b.
c.
d.

(2) Urusan dipirnpin oleh Kepala Urusan yang dalam

melaksanakan tugasnya berada dibawah dan

u"*,nggungjawabke-padaKepalaSubBagianKeuangandan
Program.

Bagian Ketiga
SEKSI KEPERAWATAN

Paeal I

(1)SeksiKeperawatanmempunyaitugasmelaksanakankegiatan
pelayanan perawatan, 

' etika oan meningkatkan mutu

i,epeta*atan serta kegiatan peyuluhan kesehatan'

(2) seksi Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang

dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan

bertanggung iawab kepada Direktur'



Pasal 10

(1) Seksi Keperawatan terdiri atas:

a. Sub Seksi KePerawatan I;

b. Sub Seksi KePerawatan ll

(2) sub seksidipimpin oleh seorang Kepala sub seksiyang dalam

melaksanakan iugasnya berada dibawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Seksi Keperawatan'

Pasal {1

(1)SubSeksiKeperawatan.lmempunyaitugasmelaksanakan
bimbinganasuhanpelayanan.keperawatandanetika
keperawatan serta kePerawatan

(2) Sub Seksi Keperawatan ll .mempunyai 
tugas melakukan

kegiatan pelatihan dan penyuluhan kesehatan'

Bagian KeemPat
SEKSI PELAYANAN

Pasal 12

(1) seksi Pelayanan mempunyai tugas mengkoordinasikan semua

kebutuhan pelayanan meois dan penunjang rnedis, melakukan

pemantauan, pengawasan penggunaan fasilitas kegiatan

pelayananmedisdanpentlnjang-medissertamelakukan
pengawasan, pengendaiian penerimaan dan pemulangan

pasien

(2) Seksi Pelayanan dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi

dalammelaksanakan.tugasnyaberadadibawah
bertanggung jawab kepada Direktur

Pasal {3

(1) Seksi PelaYanan terdiriatas :

a. Sub Seksi PelaYanan l;
b. Sub Seksi PelaYanan ll

(2)SetiapSubSeksidipimpinolehseorangKepalaSubSeksi' 'yang dalam melaksanakan tugasnya b_er3da dibawah dan

Lertlnggung jawab kepada Kepala Seksi Pelayanan'

yang
dan
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Pasal {4

(1) Sub Seksi Pelayanan. I mempunyai 1u9'? melaksanakan

pelayanan p"rr*it,rn intensif, ramai bedah dan anastesi' unit

gilrt daruiat dan poliklinik serta rawat inap'

(2) Sub Seksi Pelayanan. ll mempunvai tugas qepfanaf31
pelayanan p;d instalasi radiologi, laboraturium, glzl,

pemelihararn irLnu ruman sakit, instilasi kamar jenazah dan

kesehatan lingkungan serta laundry'

Bagian Kelima
INSTALASI

Pasal 15

(1) lnstalasi adalah fasilitas penyelenggaraan pelayanan medis

dan keperawatan, pelayanan- nenunfng medis' kegiatan

penetitian, p",id;dng* serta'pemeiiharaan sarana rumah

sakit.

(2) Jumlah dan jenis ittt'13?1 disesuiakan dengan kelas dan

kemampuan iuman sakit umum serta kebutuhan masyarakat

berdasarkan ilil; yang telah ditetapkan oleh Menteri

Dalam Negeri.

(3)PerubahandanjenisinstalasiditetapkanolehDirektursesuai'-' dentan peraturan Perundang-undangan yang berlaku'

(4)SetiaplnstalasidipimpinolehseorangKepalalnstalasidengan
jabatan non .trr[tlrat' yan g 

_dalam 
menyeleng garakan tugasnya

'Oertanggungjawab kepada Direktur

Bagian Keenam
KOMITE MEDIS

Pasal 16

(1) Komite Medis adalah kelompo-k fgryga Medis vang..,anggotanyadipilihdariAnggotaStafMedisFungsional,

(2)KomiteMedisberadadibawahdanbertanggungjawabkepada
DirekturyangpembentukannyaditetapkandenganKeputusan
Bupati atas usulan Direktur.

(3) Komite Medis mempunyai tugas membantu Direktur menyusun
'-' 

Standar pelayanan,'memantaU pelaksanaannya, melaksanakan

pembinaanetikaprofesi,mengaturkeruenanganprofesi
anggota Medis Fungsional, mengembangkan program

p"ir-yan",., dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.



(4)DalammelaksanakantugasnyaKomiteMedisdapatdibantu
oteh paniti, vini'Jrggoi;{"ioiri dari staf Medis Funssional,

i"naga ptot"si lainnya, secara ex officio'

(5)Panitiaadalahkelompokkerjakhususdidalamkomitemedis,
'-' ;;il ;emoentut<annya ditetapkan oleh Direktur'

BAB IV
KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama
KEDUDUKAN

Pasal 17

(1) RSUD berkedudukan sebagai Lembaga Teknis Daerah atau

unsur penunjang Pemerintah Daerah'

(2) RSUD dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah

dan bertanggung la*an kepada eupati melalui sekretaris

Daerah.

(3) uraian Tugas RSUD diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati"

(4) Struktur Organisasi RSUD sebagaimana tercantum dalam

LamPiran Peraturan BuPati ini'

Bagian Kedua
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 18

RSUDmempunyaitugasmelaksanakanupayakesehatansecara
L"tarvrgr*, dil oJrnasilguna .dengan mengutamakan upaya

penyembunan, pemurinrn ying dilakukan secara serasi, terpadu

dengan upaya p"ningfutan dai pencegahan serta *"1"1:TlT
,pui, rujurln'serta-petayanan kesehatan yang bermutu sesual

oiinirn dtandar Pelayanan Rumah Sakit'

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5

RSUD, mempunyai fungsi :

a. Pelayanan Medis;
b. Pelayanan penunjang medis dan non medis ;

c. Pelayanan asuhan keperawatan ;

d. Pelayanan Rujukan;
e. Pelayanan pendidikan dan pelatihan ;

f. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan;

g. Pengelolaan adiminstrasi dan keuangan'
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BAB V
KEPEGAYI'AIAN

Bagian Pertama
PENGANGXNTdN DAN PETI,IBERHENTIAN

Pasal 20

(1)DirekturdiangkatdandiberhentikanolehBupatiatasusulan
Kepala oinas Kei"hrt"n setelah mendapat pertimbangan

Gbaa Kantor Wilayah Departemen Kesehatan'

(2) Kepala Seksi, Kepqla Sub Bagian' Kepala.Urusan diangkat dan

' ' diberhentikan oleh Bupati atas usulan Direktur'

Bagian Kedua
Esselonering

Pasal 21

(1)Jenjangjabatandankepangkatansertasusunankepegawaian
diatur sesuar-"dengan'perituran perundang-undangan yang

berlaku.

(2) Esselonering pada RSUD adalah sebagai berikut:

a,Direkturadalahjabatanstrukturaldenganesselonlll'a;
b. Kepala srb ilr;iil, Kepata seksi adatarr jabatan struktural

dengan esselon lV.a;

c. Kepala suu s"rsi, (epala urusan adalah jabatan struktural

dengan esselon lV'b
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal22

(1) Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan ini
' ' 

diO-eUankan Xlpala Anggaran Pendapatan dan Belanja

(APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara.

(2) Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal. ditetapkan dengan

ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya'

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya'

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 13 Oktober 2A06

BERITADAERAHKABUPATENKUTAIKARTANEGARA
TAHUN 2006 NOMOR 2

, SYAUKANI H.R, MM

diundangkan di Tenggarong
nggal 13 Oktober 2006
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